
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

No.925, 2021 KEMENAG. Jabatan Fungsional Penghulu. 

Petunjuk Teknis. 
 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  16  TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 

16 ayat (3), Pasal 32, Pasal 35 ayat (6), Pasal 39 ayat (5), dan 

Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan 

Fungsional Penghulu, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Agama tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 

Penghulu; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 

Penetapan   Berlakunya   Undang-Undang   Nomor 22 

Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk 

di Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6401); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2O20 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama 

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1252); 

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 597); 

13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan 

Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 356) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional 

Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 911); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai 

pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang 

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan 

nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan 

bimbingan masyarakat Islam. 

3. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut 

Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, 
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wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan 

pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, 

pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan 

masyarakat Islam. 

4. Pelayanan dan Bimbingan Nikah atau Rujuk adalah 

kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung 

terlaksananya proses nikah atau rujuk dengan baik. 

5. Kepenghuluan adalah kegiatan pelayanan dan bimbingan 

nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan 

bimbingan masyarakat Islam. 

6. Pengembangan Kepenghuluan adalah kegiatan atau 

upaya yang dilakukan oleh Penghulu meliputi koordinasi 

dan sosialisasi tentang perkawinan. 

7. Bimbingan Masyarakat Islam adalah kegiatan atau upaya 

yang dilakukan Penghulu meliputi pembelajaran dan 

pembinaan masyarakat Islam. 

8. Kepala KUA adalah penghulu dengan tugas tambahan 

sebagai Kepala KUA. 

9. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penghulu yang 

selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk 

dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan 

bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan 

tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai serta 

menilai kinerja dan Angka Kredit Penghulu. 

10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS. 

11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang 

harus dicapai oleh Penghulu dalam rangka pembinaan 

karir yang bersangkutan.  

12. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok 

pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang 

disusun oleh Penghulu baik perorangan atau kelompok di 

kepenghuluan.  

13. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang 

selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan 
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kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agama yang membidangi 

bimbingan masyarakat Islam. 

14. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang 

selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin 

Direktorat Jenderal. 

15. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang 

selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah satuan kerja 

pada instansi vertikal kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agama di tingkat provinsi. 

16. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang 

selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah 

pemimpin Kantor Wilayah. 

 

BAB II 

RINCIAN KEGIATAN 

 

Pasal 2 

(1) Penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya 

melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penghulu 

berdasarkan uraian kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Jabatan Fungsional Penghulu. 

(2) Penghulu yang melaksanakan tugas Jabatan Fungsional 

Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 

Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Jabatan Fungsional Penghulu. 

 

 

Pasal 3 

Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran 


